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BUPLtiTI LAMPUNG TIMUR 

PERATURAN HUI)ATI LAMI)lJNG TIMUR 
NOMOR l~ TAHUN 2007 

TENTANG 

PETUN.HJK PELAKSANAAN PERATlJRAN DAERAH
 
NOMOR I TAIIlJN 200?
 

TENTANG HAnAN I)EHMlISVAWAItATAN nESA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang a.	 Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka agar pelaksanaannya 
dapat berjalan efektif perl u menetapkan Petunj uk Pelaksanaannya; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I 
Tahun 2007 tentang Badan Perrnusyawaratan Desa. 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya 
Dati IT Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor : 3825 ); 

2.	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang­
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ~ 

4.	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ~ 

5.	 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; 

6.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 
Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom; 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 
Pemerintah Kecamatan Kabupaten LampungTimur. 



MEMtITtISI{AN 
r ,:'. 

Mcnctapkan	 j'ERATlJRAN BUPATI LAMPlJNG TIMlJR TENTANG PI£TUN.hJK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2007 
TENTANG BADAN PERMlJSYAWARATAN DESA. 

BAB I 

KETENTlJAN l JMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tirnur.
 
2, Pcmcruunh Ducrnh udnlnh l'cmcrintuh Knbuputcn I,nmplllll:\ I'imur.
 
J.	 Buputl udu lull IlllpuII I,UllIlHlllg '1'111 \III . 
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupatcn I.arn pung Timur.
 

- /' 5. Dcsa adalah di wilayah Kabupatcn I.ampung Timur.
 
6.	 Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan 

Pemerintahan Desa. 
7.	 Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur. 
8.	 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Desa. 

10. Badan	 Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa	 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat. 

L · 12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur. 
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dalam Wilayah Dusun. 
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri 

atas . tokoh adat , agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau 
masyarakat lainnya yang bertempat tingal di desa dengan memperhatikan ketentuan 
perundangan yang berlaku. 

15. Panitia Musyawarah Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah 
Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa . 

16. Rukun	 warga yang selanjutnya disingkat RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya 
disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk mernelihara danm melestarikan nilai­
nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. 

17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh BPD bersama 
Kepala Desa. 

18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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UAB II 

KEAN (;GUI 'AAN 

Pasal2 

(1) Anggota BPO adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang ditetapkan dengan eara musyawarah dan mufakat. 

(2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah setiap dusun memiliki 
wakilnya di BPD berdasarkan quota yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah. 

(3) Anggota BPO sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), 
golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya. 

Pasal3 

(I) Anggota BPO disetiap Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 
11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut : 

a Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai 1500 (seribu lima ratus) jiwa, jumlah 
anggota BPD 5 (lima) orang. 

b Untuk desa dengan jumlah penduduk 1501 - 2500 jiwa, jurnlah anggota BPO 7 orang. 

e Untuk desa denganjumlah penduduk 2501 - 3000 jiwa.jumlah anggota BPO 9 orang. 

d Untuk desa dengan jumluh penduduk lehih dari 3000 jiwa, jumlah anggota BPO II orang. 

(2) Keanggotaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sudah termasuk Pimpinan BPO yaitu 
. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris 

BAB III 

PEMBENTllKAN 

Pasal4 

, 
' .. ­ (1) Satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPO, Kepala Desa harus sudah selesai 

melaksanakan tahapan pembentukan BPO. 

(2) Tahapan Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a.	 Pembentukan Panitia Musyawarah; 

b.	 Penetapan Tata Tertib Pembentukan; 

e.	 Penetapan jumlah Anggota BPD dan jumlah quota wilayah dusun berdasarkan jumlah 
penduduk masing-masing dusun; 

d.	 Pelaksanaan musyawarah pembentukan; 

e.	 Penetapan hasil musyawarah; 

f.	 Pengajuan Pengesahan; 

Pasal5 

(1) Untuk kelanearan Pembentukan BPO, Kepala Desa bersama BPO mengadakan Rapat untuk 
membentuk Panitia Musyawarah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oesa. 

(2) Keanggotaan	 Panitia Musyawarah berasal dari unsur Perangkat Oesa dan Pemuka 
Masyarakat. 

• 
. < 



(3) Panitia	 Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dicalonkan atau 
mencalonkan diri sebagai Anggota BPO. 

(4) Susunan Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa	 orang 
Anggota sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-bayaknya 9 
(scmhi la11 ) orang. 

I)usal 6 

Panitia Musyawarah mempunyai tugas : 

a.Menetapkan quota Anggota BPD tingkat Desa dan quota Anggota BPD untuk masing-masing 
wilayah dusun dengan Keputusan Panitia Musyawarah dan diinformasikan/disosialisasikan 
kepada masing-masing Dusun. 

b.	 Melaksanakan Persiapan Pembentukan BPO. 

c.	 Menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota BPD. 

d.	 Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota BPD. 

e.	 Melaksanakan Musyawarah Penetapan Anggota BPO. 

f.	 Menetapkan hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPO. 

g.	 Membuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPO. 

h.	 Menyiapkan hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPO kepada Kepala Desa untuk 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal7 

(1) Berdasarkan musyawarah warga di tingkat RW, Ketua RW	 membawa dan mengusulkan 
nama-nama warga dari tingkat RW yang diajukan untuk dipilih menjadi Anggota BPO dan 
untuk masing-rnasing RW sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. 

(2) Kepala Ousun mernfasilitasi dengan memirnpin Rapat Musyawarah Pemilihan Anggota gPO 
di masing-masing dusun dan apabila Kepala Dusun berhalangan atau tidak dapat memimpin 
rapat, rnaka untuk memimpin rapat dapat didelegasikan kepada salah seorang Ketua I~W 

setempat. 

(3) Rapat Musyawarah Pernilihan Anggota BPD di tingkat Dusun untuk menetapkan Calon 
Anggota gPO yang akan diusulkan dalam Musyawarah Penetapan Calon di tingkat Desa oleh 
Panitia Musyawarah dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah pemilihan 
yang ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT dan Ketua RW mewakili 
yang hadir dalam musyawarah. 

(4) Berita Acara .Rapat Musyawarah Anggota :BPO memuat antara lain: 

a.	 waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah; 

b.	 jumlah peserta dan daftar hadir; 

c.	 jumlah dan identitas Calon Anggota BPD yang mengikuti pencalonan serta jumlah dan 
identitas Calon Anggota BPD yang terpilih dan akan diusulkan ke tingkat Desa; 

d.	 hal-hal lain yang dianggap perlu. 



Pasal8 

(I) Selambat-Iambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya musyawarah, Kepala Ousun yang 
bersangkutan melaporkan dan menyampaikan usulan Calon Anggota BPD dari wilayah 
dusunnya beserta Berita Acara Musyawarah kepada Panitia Musyawarah. 

(2) Usulan Calon Anggota BPO dari masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan administrasi dari Calon Anggota BPO sebagai 
bahan rapat Musyawarah Penetapan Anggota BPO di tingkat desa. 

Pasal9 

(I)	 Panitia Musyawarah mcmimpin Rapat Pcnctapan Anggota fWD yang dihadiri Ketua RT, 
Ketua RW, Kopala Dusun, Kctua l.cmbaga Kcmasyarakatan, Kctua Organisasi Prolesi, 
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Calon Anggota 8PD terpilih dari masing-masing 
dusun. 

(2) Pcnetupan Anggota 13PD diluksanakuu dcngan cam musyawarah dan mufakat. 

(3) Panitia Musyawarah membuka Rapat Musyawarah dan sclanjutnya mcmerintahkan Sekretaris 
BPO untuk membacakan Nama-nama Calon Anggota SPO yang diusulkan dari masing­
masing dusun dan quotajumlah Anggota BPO dari masing-masing dusun. 

(4) Berdasarkan	 usulan Anggota BPO dari masing-masing dusun, selanjutnya Panitia 
Musyawarah mengarnbil kcputusan dan mcnctapkan Anggota BPD scsuai dcngan quota dari 
masing-masing dusun. 

(5) Hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPO dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah 
yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Musyawarah. 

Pasal 10 

(1) Anggota	 BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, selanjutnya memilih 
Pemimpin BPD yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang 
Sekretaris. 

(2) Rapat Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pertama kalinya dipimpin oleh 
anggota tertua dan dibantu anggota termuda. 

(3) Hasil	 Pemilihan Pemimpin BPO dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang 
ditandatangani oleh seluruh anggota BPO. 

Pasalll 

(I) Sctcluh diluksunakunnyu Pcmilihun Pirnpinnn HPr> xchagnimunn dimnkxud Pusul 10 uyut (I) 
scluujutuyn Kcum ('lIl1itill MlIsYlIwlIllIII 11Il'IIYIIIIIIllllkllll 1lL-lltll 1\l'1I1l1 111I~1I1 I'cuctupnn 
Anggota BPO dan Berita Acara Pemilihan Pimpinan GPO kepada Kepala Desa paling lambat 
satu hari setelah berakhirnya Musyawarah Pembentukan. 

(2) Berdasarkan	 Bcrita Acara sebagaimuna dimaksud ayat (I), Kcpalu Desa mengusulkan 
pengesahan Pirnpinan dan Anggota BPO Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 
tiga hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia Musyawarah. 

(3) Paling lambat 3 (tiga)	 hari setelah menerirna usulan tersebut dari Kepala Desa, Carnat 
meneruskan kepada Bupati. 



'U"'"	 -Pasal 12 

(1) Selambat-Iambatnya	 15 (lima betas) hari terhitung sejak diterirnanya pengajuan usulan 
penetapan calon anggota BPO terpilih dari Kepala Desa dan Carnat sebagairnana dimaksud 
dalam PasaI 11 ayat (3), Bupati harus sudah mengesahkan Pimpinan dan Anggota BPD 
Terpilih. 

(2) Pengesahan Pimpinan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
melalui Keputusan Bupati. 

Pasal 13 

(1)	 Pimpinan dan Anggota BPD Terpilih diresmikan oleh Bupati. 

(2) Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan secara sereritak pada hari yang bersamaan dengan berakhimya masa bhakti 
Anggota BPD periode sebelumnya. 

(3)	 Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Anggota BPD terpilih oleh 
Bupati yang dilaksanakan di satu tempat atau beberapa tempat. 

Pasal 14 

(1) Sebelum	 memangku jabatannya, Pimpinan dan Anggota BPi) terpilih mengucapkan 
sumpah/janji. 

(2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ~ 

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
selaku Pimpinan dan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil­

adilnya;
 
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
 
Dasar Negara;
 

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta
 
melaksanakan segala peraturqan perundang-undangan dengan selurus-Iurusnya yang berlaku
 
bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia".
 

BAIl IV 

Pasal15 

Susunan Organisasi BPO terdiri atas : 

a.	 Pimpinan BPD~ 

b.	 Anggota I~PL). 



BABV 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

Iln~inII KesutII 

I(CUH ngun 

(1) Pimpinan dan Anggota BPD rnenerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD 
bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

(3) Tunjnngun scbuguimanu dimaksud puda uyut ( I) ditctupkun dnlumAf'B Dcsa. 

Pasal17 

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang 
dikelola oleh SekretarisBPD.· 

(2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional 
oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pacta ketentuan yang berlaku. 

(3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam 
APBD Desa. 

E:UUKLAK PERBUP BPD.doc 



Bagian Kedua 

Administratif 

Pasal 18 

(I)	 Pelaksanaan fungsi , tugas dan wcwcnang, scrta hak dan kewajiban IWI) disclcnggarakan 
scsuai sistcm administrasi dcngan pcrpcdornan pada kctcntuan yang bcrlaku. 

(2) Penyelcnggaraan adrninistrasi RPD schagaimnna dimaksud pada ayat	 (1) dijabarkan dalam 
buku adrninitrasi pcngclolaun keuangan BPI) . 

(3) Jenis dan tata cara pengerjaan buku adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan lebih lanjut oleh Bupati .
 

BAB VI
 

RAK, KE\VAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal19 

Anggota BPO mempunyai hak : 

a.	 mcngajukan runcangan peraturan Dcsa; 

b.	 mengajukan pertanyaan; 

c.	 menyampaikan usul danpendapat; 

d.	 memilih dan dipilih; dan 

e.	 memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

Pasal20 

Anggota BPD mempunyai kewajiban : 

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
\.. Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 

b.	 melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 

c.	 mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

d.	 menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 

e.	 memproses pemiIihan kepala desa; 

f.	 mendahulukan kepentingan urnum di atas kcpcntingan pribadi, kelompok dan golongan; 

g.	 menghorrnati nilai-nilai social budaya dan adapt isitiadat masyarakat setempat; dan 

h.	 menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. 

Pasal21 

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai KepaIa Desa 
dan Perangkat Desa. 

(2) Pimpinan dan Anggota BPD diIarang : 

a.	 sebagai pelaksana proyek Desa; 

b.	 merugikan kepentingan urnum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 
mendiskriminasi warga atau goIongan masyarakat lain ; 



c.	 melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari 
pihak lain yang dapat mernpengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 

d.	 menyalahgunakan wewcnang; dan 

c.	 mclanggar sumph/j anj i jabatan. 

nAn VII 

r ..... ,'vi BE. IU IE. NT IAN DAN MASA .JABATAN 

Pasal22 

(1)	 Anggota BPO berhenti, karena : 

a.	 meninggal dunia; 

b.	 pcrmintaun scndiri; 

c.	 diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : 

a.	 berakhir masa jabatannya; 

b.	 tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berturut-turut selama 6 (enam) bulan 
atau berhalangan tetap; 

c.	 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPO; 

d.	 dinyatakan melanggar surnpah/janji ; 

e.	 tidak melaksanakan kewajibannya; 

f.	 terbukti melanggar larangan. 

(3) Pemberhentian Anggota BPO sebagaimana dimaksud pada ayat	 (1) diajukan oleh Pimpinan 
BPD kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal23 
I,-. 

(l) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPO yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan 
oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat	 (1) diberitahukan secara tertulis oleh 
atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam. 

(3) Terhadap Pimpinan/Anggota BPO yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang­
undangan yang berlaku dapat diadakan pemeriksaan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati . 

(4) Apabila Pimpinan/Anggota BPO terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang­
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberhentikan Anggota BPO 
yang bersangkutan. 

Pasal24 

Masa jabatan Anggota BPO adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih 
kembali untuk satu kali masa j abatan berikutnya. 
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PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN 

Pasal25 

(!) Anggota 8PO yang berhenti atau diberhentikan sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 22 yang 
diusu!kan dari wilayah Dusun kepada Pimpinan I3PO berdasarkan musyawarah dusun dari 
dusun yang bersangkutan. 

(2) Calon Anggotu fWD scbagaimana tcrschut padn ayat (I) diajukun pcnetupannya kcpadu 
Bupati olch Pimpinan I3PD mclalui Carnal dcngan dilampiri Bcrita Acara Rapat I3PO. 

(J)	 Hcrdusnrk an usulnu sl:h aga illlllll:l duuuk sud pada nynt (:)) nllpali mcnctnpkuu Allggoill BPI) . 

Pasal26 

Peresmian Anggota BPO sebagaimana dimaksud Pasa! 24 di!akukan dengan pengambi!an 
sumpah/janji o!eh Ketua BPD. 

Pasal27 

(I)	 Pimpinan fWD yang bcrhcnti atau dibcrhcntikan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
digantikan oleh Anggota BPD yang lain yang dipi!ih berdasarkan hasil musyawarah Anggota 
fWD. 

(2) Penggantian Pimpinun	 BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diluksanakau dalam rapat
 
BPD yang diadakan secara khusus untuk penggantian Pimpinan BPI).
 

(3) Pimpinan BPD dari hasi! rapat BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
 
Keputusan BPD.
 

BABIX 

TATA TERTIB 
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(1) Setelah Pimpinan dan Anggota BPD terpilih dan diresmikan, BPD segera membuat Peraturan 
Tata Tertib BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan BPD 
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : 

a.	 pelaksanaan fungsi ; 

b.	 pelaksanaan wewenang; 

c.	 pelaksanaan hak; 

d.	 pelaksanaan kewajiban anggota; 

e.	 rapat BPD; 

f.	 tata cara pengambi!an keputusan; 

g.	 pemberhentian anggota; 

h.	 penggantian Pimpinan dan atau Anggota BPD. 

(3) Peraturan tata tertib BPD disampaikan kepada Bupati rnela!ui Carnal. 

http:o.:<:~~~...t


BARX
 

PROGRAM KERJA BI>D
 

Pasal 29
 

(1) Untuk rnelaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, 8PD membuat program kerja 
tahunan. , 

(2) Sesu~i dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) BPD melakukan kegiatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)	 ~a~il kegia~a~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta 
ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD. 

(4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan, 

8:\8 XI 

RAPA'r IIPI) 
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(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (ernpat) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan Rapat BPD atas perrnintaan sekurang-kurangnya 1f2 
(setengah) ditambah ] (satu) dari jumlah Anggota BPD dan atau atas permintaan Kcpala 
Desa. 

(3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPO. 

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
dengan Peraturan BPD. . 
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(1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPO. 

(2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. 

(3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2h (dua per tiga) dari 
seluruh jumlah Anggota BPD. 

(4) Pengambilan Keputusan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. 

(5)	 Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pengambilan 
keputusan dilakukan dengan suara terbanyak sekurang-kurangnya 2h (dua per tiga) dari 
jumlah Anggota BPD yang hadir. 

(6)	 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetpkan 
dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
 

BAB XII
 

ASPIRASI MASYARAKAT 
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(1) Untuk	 mendukung Program Kerja BPD, setiap Anggota BPD wajib menyerap dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. 

(2) Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara formal atau informal, baik melalui 
forum resmi atau yang tidak resmi. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD sebagai unsur penyelenggaraan pernerintahan 
desa berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa. 

BABXIV 

KETENTUAN PERALIHAN 
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Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkannyaPeraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas 
sampai dengan terbentuknya BPD yang baru. 

B~~B xv 

KETENTUAN PENUTUP 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.
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